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Abstrak
 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta dapat dibagi menjadi 2

(dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat

yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan

pejabat yang berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya.

Tulisan ini meneliti Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN TPG. Permasalahan dalam tulisan ini

yaitu tanggungjawab Notaris yang melakukan Waarmerking terhadap Surat Pernyataan yang bertujuan

untuk melegalkan Warga Negara Asing memiliki tanah objek sengketa di Indonesia, yang mana itu

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria,

yang mana perbuatan Notaris tersebut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Notaris

telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi. Maka diharapkan Notaris harus lebih berhati-hati

dan seksama dalam melakukan tugas dan jabatannya, dalam hal membuat isi dari Surat Pernyataan yang

mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

......Notary is a public official authorized to make an authentic deed. Deeds can be divided into 2 (two)

types, namely authentic deeds and private deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized official

in a form that has been determined by law and has perfect evidentiary power, while a private deed is a deed

made not before an authorized official and the form and contents are in accordance with the wishes of the

parties involved. make it. This paper examines Court Decision Number 45/Pdt.G/2020/PN TPG. The

problem in this paper is the responsibility of the Notary who carries out Waarmerking on the Statement

Letter which aims to legalize Foreign Citizens owning disputed land in Indonesia, which is contrary to Law

Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, which acts The notary is referred to as an

unlawful act. In this case the Notary has made a mistake and deserves to be penalized. It is hoped that the

Notary must be more careful and thorough in carrying out his duties and positions, in terms of making the

contents ofthe Statement Letter containing elements of unlawful acts.
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